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ABSTRACT 
Criminal behavior reflects actions that contradict human values and violate existing legal regulations. The 
presence of crime affects the sense of public security, disrupts social and political stability, and hampers 
economic growth. This study aims to examine the relationship between average years of schooling, open 
unemployment rate, the number of poor residents, and gross regional domestic product (GRDP) per capita 
on crime rates in Java Island during the period 2018–2023. The study utilizes secondary data and applies a 
quantitative approach through panel data regression analysis, combining the time dimension (2018–2023) 
and six provinces in Java Island as the cross-sectional dimension. Chow and Hausman tests indicate that the 
fixed effect model (FEM) is the most appropriate model. The empirical findings reveal that the open 
unemployment rate and the number of poor residents have a negative effect on crime rates, while GRDP per 
capita has a positive effect. Meanwhile, the average years of schooling do not show a significant influence. 
Simultaneous testing confirms that all independent variables collectively affect crime rates in Java Island. 
Keywords: crime, average length of schooling, open unemployment rate, number of poor people, and GRDP 
per capita. 
 
ABSTRAK 
Perilaku kriminal mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta melanggar 
ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan kejahatan berdampak pada menurunnya rasa aman 
masyarakat, terganggunya stabilitas sosial–politik, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 
bertujuan mengkaji keterkaitan antara rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah 
penduduk miskin, serta produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita terhadap tingkat kriminalitas di 
Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Penelitian memanfaatkan data sekunder dan menerapkan metode 
kuantitatif melalui analisis regresi data panel yang mengombinasikan dimensi waktu (2018–2023) dan 
wilayah enam provinsi di Pulau Jawa. Hasil pengujian Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model efek 
tetap (fixed effect model) merupakan model yang paling sesuai. Temuan empiris mengungkapkan bahwa 
tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap tingkat 
kejahatan, sementara PDRB per kapita berpengaruh positif. Di sisi lain, variabel rata-rata lama sekolah tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan uji simultan, seluruh variabel independen secara 
bersama-sama terbukti memengaruhi tingkat kejahatan di Pulau Jawa. 
Kata kunci: kejahatan, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan 
PDRB per kapita. 

 
1. Pendahuluan 

Perilaku kriminal dapat dipahami sebagai tindakan menyimpang yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan 
kejahatan tidak hanya memunculkan rasa tidak aman di tengah masyarakat, tetapi juga 
berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, sekaligus menghambat proses pembangunan 
ekonomi (Purba & Taun, 2023). Dalam perspektif ekonomi kejahatan, Becker (1968) memandang 
tindakan kriminal sebagai hasil dari pertimbangan rasional individu, di mana pelaku menimbang 
keuntungan yang diperoleh dengan risiko atau biaya yang harus ditanggung. Ketika ekspektasi 
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manfaat dinilai lebih besar daripada risiko, kecenderungan untuk melakukan kejahatan akan 
meningkat. Kondisi sosial ekonomi, seperti keterbatasan akses pendidikan, tingginya tingkat 
pengangguran, dan tekanan ekonomi akibat kemiskinan, turut memperbesar peluang terjadinya 
perilaku kriminal. 

Kriminalitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang memerlukan perhatian 
serius. Pulau Jawa, yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional sekaligus wilayah 
dengan jumlah penduduk terbesar, memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika tingkat 
kejahatan. Arus urbanisasi yang tinggi, kepadatan penduduk yang semakin meningkat, serta 
ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah merupakan faktor-faktor yang berpotensi 
memperbesar risiko terjadinya tindak kriminal di Pulau Jawa (Polri, 2023). 

  Tabel 1. Jumlah Kejahatan Tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 

Provinsi  2021   2022     2023 

DKI Jakarta  29.103   32.534     87.426 

Jawa Barat  7.502   29.485     45.694 

Jawa Tengah  8.909   30.060     42.304 

DI Yogyakarta  4.774   10.591     12.061 

Jawa Timur  19.257   51.905     66.741 

Banten  3.434    5.038        7.392 

  Sumber: BPS Indonesia, berbagai terbitan 
Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 1, jumlah tindak kejahatan di wilayah 

Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2021 
mencatat bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) menempati posisi dengan 
jumlah kasus kriminal tertinggi di Pulau Jawa, dan angka tersebut terus mengalami kenaikan 
hingga tahun 2023. Di bawahnya, Provinsi Jawa Timur berada pada urutan kedua dengan tren 
peningkatan kasus yang serupa sampai tahun 2023. Sebaliknya, tingkat kriminalitas terendah di 
Pulau Jawa tercatat berada di Provinsi Banten. 

Tingginya tingkat kejahatan di suatu daerah tidak terlepas dari kondisi ekonomi 
masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, serta laju pertumbuhan 
ekonomi. Salah satu indikator pendidikan yang berpengaruh terhadap perilaku kriminal adalah 
rata-rata lama sekolah. Wilayah dengan capaian pendidikan yang relatif tinggi umumnya 
menunjukkan tingkat kriminalitas yang lebih rendah. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan dapat 
mempersempit kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, sehingga 
berpotensi mendorong munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal (Amilia & 
Ridwan, 2024). Namun demikian, Rahmalia et al. (2019) menegaskan bahwa indikator rata-rata 
lama sekolah lebih mencerminkan aspek kuantitatif pendidikan, tanpa memperhitungkan mutu 
pembelajaran maupun kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga 
peningkatan lama sekolah belum tentu berbanding lurus dengan penurunan angka kejahatan. 

Selain pendidikan, kemiskinan juga merupakan faktor penting yang berkontribusi 
terhadap tingginya angka kriminalitas. Kondisi kemiskinan sering kali berkaitan dengan 
keterbatasan akses ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang pada situasi 
tertentu dapat mendorong individu untuk melanggar hukum sebagai strategi bertahan hidup. 
Jumlah penduduk miskin yang tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, 
menciptakan tekanan sosial, serta meningkatkan risiko terjadinya kejahatan (Sugiharti et al., 
2021). Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi umumnya juga ditandai oleh tingginya 
tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kriminalitas, karena ketiadaan pekerjaan dapat memicu tekanan ekonomi dan meningkatkan 
kecenderungan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal di Pulau Jawa. Individu yang tidak 
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memiliki sumber penghasilan cenderung menghadapi ketidakstabilan ekonomi, yang dalam 
kondisi tertentu dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan (Susanti et al., 2025).  

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dapat digunakan sebagai 
indikator kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Tingkat 
kemakmuran yang tercermin dari PDRB per kapita diyakini memiliki pengaruh terhadap berbagai 
faktor sosial-ekonomi yang berkaitan dengan tindak kriminal (Schleimer et al., 2022). Daerah 
dengan PDRB per kapita yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih sejahtera, 
sehingga kemungkinan terjadinya kriminalitas menjadi lebih rendah. Namun, apabila 
pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan, kesenjangan sosial dapat 
meningkat dan memicu meningkatnya tindak kejahatan (Atthorik et al., 2024). 

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh faktor 
sosial-ekonomi terhadap tingkat kriminalitas. Beberapa studi menyebutkan bahwa peningkatan 
rata-rata lama sekolah dapat menurunkan angka kejahatan (Amelia & Ridwan, 2024), sementara 
penelitian lain menemukan bahwa pendidikan tidak selalu berdampak signifikan terhadap 
penurunan kriminalitas (Rahmalia et al., 2019). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya 
kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dengan fokus 
pada wilayah Pulau Jawa dalam periode 2018–2023. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat 
pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan PDRB per kapita terhadap tindak 
kriminal di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memperkaya literatur akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan 
pengendalian kejahatan dari perspektif sosial-ekonomi. 
 
2.Tinjauan Pustaka 
2.1 Definisi Kejahatan 
 Berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia, kejahatan dipahami sebagai 
perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan aturan hukum yang ditetapkan 
oleh negara, sehingga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nomor 1 
Tahun 2023. Sebagai hukum pidana umum, KUHP mengklasifikasikan berbagai perbuatan seperti 
pencurian, penipuan, dan pembunuhan sebagai tindak kejahatan karena melanggar kepentingan 
hukum yang dilindungi negara. Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan kejahatan terhadap kemanusiaan 
sebagai kejahatan berat yang dilakukan secara sistematis dan berulang melalui serangan yang 
diarahkan kepada penduduk sipil, sehingga menempatkan kejahatan bukan sekadar pelanggaran 
hak individu, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memposisikan 
korupsi sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara serta mengganggu tata kelola 
pemerintahan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Maulida (2025) menyatakan bahwa 
kejahatan merupakan perbuatan yang oleh negara dikategorikan sebagai tindak pidana, yang 
dampaknya tidak hanya berupa penyimpangan perilaku, tetapi juga berpotensi mengganggu 
stabilitas sosial dan keamanan publik, serta bersifat dinamis mengikuti perubahan norma sosial 
dan hukum, sehingga suatu perbuatan dinilai sebagai kejahatan ketika bertentangan dengan nilai 
sosial sekaligus melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 
 
2.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan 
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan, yaitu: 
1. Rata - rata lama sekolah 

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran signifikan dalam 
menekan tingkat kejahatan. Peningkatan kualitas pendidikan terbukti mampu mengurangi 
kecenderungan kriminal karena individu yang berpendidikan lebih baik memiliki peluang lebih 
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besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup secara legal. 
Rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi berhubungan negatif dan signifikan dengan angka 
kejahatan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin 
rendah potensi keterlibatan dalam tindakan kriminal. Pendidikan tidak hanya membekali individu 
dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka akses terhadap peluang ekonomi 
yang lebih luas serta meningkatkan pemahaman terhadap norma dan ketentuan hukum. 
Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkorelasi dengan keterbatasan akses kerja, 
tekanan ekonomi, dan lemahnya literasi hukum, yang dapat mendorong individu memilih jalur 
kejahatan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan. Selain itu, pendidikan memiliki pengaruh 
yang lebih dominan dibandingkan faktor sosial ekonomi lain dalam menekan kriminalitas, baik 
melalui peningkatan pendapatan maupun melalui pembentukan nilai moral, empati, dan 
kesadaran hukum. Pendidikan yang lebih tinggi juga berkontribusi pada stabilitas sosial, tercermin 
dari tingginya partisipasi kerja, rendahnya tingkat kemiskinan, serta kuatnya pengawasan sosial di 
suatu wilayah. Lingkungan dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung memiliki masyarakat 
yang lebih kritis, mampu menyelesaikan tekanan ekonomi dan sosial secara konstruktif, serta 
lebih patuh terhadap norma hukum. Dengan demikian, pendidikan merupakan variabel strategis 
yang tidak hanya membentuk kapasitas akademik individu, tetapi juga memengaruhi perilaku 
sosial dan dinamika kejahatan secara menyeluruh.  

 
2. Pengangguran terbuka 

Pengangguran merupakan kondisi ekonomi yang berpotensi memicu meningkatnya 
tindakan kriminal karena ketiadaan pekerjaan dan pendapatan tetap menimbulkan tekanan 
finansial yang mendorong individu mencari alternatif pemenuhan kebutuhan secara ilegal, 
terutama pada wilayah dengan perlindungan sosial yang lemah (Anozi & Novianda, 2023). Meski 
demikian, temuan empiris menunjukkan hasil yang tidak seragam, sebagaimana Bahtiar dan 
Nurhayati (2024) yang menemukan bahwa kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur 
justru diikuti oleh penurunan tingkat kejahatan, yang dipengaruhi oleh melemahnya mobilitas 
sosial dan aktivitas ekonomi sehingga peluang kejahatan turut berkurang. Di sisi lain, 
pengangguran juga berdampak pada aspek psikologis, seperti meningkatnya stres, hilangnya rasa 
harga diri, dan melemahnya ikatan sosial, yang dapat mendorong individu mengambil keputusan 
menyimpang ketika berada dalam lingkungan yang kurang mendukung (Koli et al., 2025). Kondisi 
tersebut menjadi lebih signifikan di wilayah perkotaan padat penduduk, di mana tingginya 
aktivitas masyarakat, kesenjangan sosial, dan banyaknya lokasi rawan kejahatan menciptakan 
peluang lebih besar bagi individu menganggur untuk terlibat dalam pencurian dan kejahatan 
jalanan (Putri & Rachmawati, 2023; Kleck & Jackson, 2016). Dengan demikian, pengangguran 
terbuka dapat dipahami sebagai faktor yang berinteraksi dengan kondisi sosial, psikologis, dan 
lingkungan dalam membentuk pola kejahatan, khususnya di kawasan perkotaan dengan 
intensitas aktivitas yang tinggi. 

 
3. Penduduk miskin 

Kemiskinan menggambarkan keterbatasan individu atau rumah tangga dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dasar, yang pada akhirnya berdampak pada sempitnya akses terhadap 
pekerjaan dan layanan sosial. Kondisi ekonomi yang lemah tidak hanya menurunkan kualitas 
hidup, tetapi juga memicu tekanan psikologis dan sosial, seperti rasa ketidakadilan, frustrasi, dan 
keputusasaan, yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang atau kriminal (Prihartini et al., 
2025; Khairiroh, 2025). Lingkungan dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya ditandai oleh 
kepadatan penduduk, infrastruktur yang kurang memadai, serta lemahnya kontrol sosial, 
sehingga membuka peluang lebih besar bagi berkembangnya aktivitas ilegal (Ruslan et al., 2025). 
Temuan Fitriyyah dan Pramana (2025) menunjukkan bahwa wilayah dengan proporsi penduduk 
miskin yang besar cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan daerah yang 
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lebih sejahtera, sehingga kemiskinan dapat dipahami sebagai faktor yang berkontribusi langsung 
maupun tidak langsung terhadap meningkatnya kejahatan, khususnya di kawasan perkotaan. 

 
4. Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterkaitan antara PDRB per kapita dan tingkat 
kejahatan tidak bersifat tunggal. Maichal et al. (2024) mengungkapkan bahwa tingginya PDRB per 
kapita belum tentu menekan kejahatan apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung timpang, 
karena ketimpangan pendapatan dapat memunculkan rasa ketidakadilan sosial yang mendorong 
perilaku menyimpang. Sebaliknya, temuan Fajri dan Rizki (2019) serta Nurfatmawati dan 
Nurhayati (2023) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita cenderung berkorelasi 
dengan penurunan kejahatan, sedangkan penurunan pendapatan daerah berpotensi 
meningkatkan kriminalitas. Hasil ini diperkuat oleh Jazila dan Aini (2025) yang menegaskan bahwa 
pertumbuhan ekonomi mampu menekan kejahatan apabila disertai kebijakan yang inklusif, 
seperti pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia, sehingga hubungan PDRB dan kejahatan perlu dianalisis secara kontekstual dan 
komprehensif. 

 
2.3 Dampak Kejahatan 

Kejahatan menimbulkan konsekuensi multidimensional yang melampaui kerugian 
individu dan secara langsung memengaruhi keberlanjutan ekonomi serta kohesi sosial masyarakat. 
Dari sisi ekonomi, aktivitas kriminal memicu pengeluaran langsung berupa kerusakan aset, 
hilangnya kepemilikan, biaya perawatan korban, dan pembiayaan aparat penegak hukum, serta 
menimbulkan beban tidak langsung seperti penurunan produktivitas, melemahnya minat 
investasi, dan meningkatnya pengeluaran keamanan pada level rumah tangga maupun korporasi 
(Heeks et al., 2018). Secara sosial, tingginya intensitas kejahatan menggerus rasa aman, 
menurunkan kualitas hidup, dan memicu kecemasan berkepanjangan, terutama di ruang publik, 
sementara korban kerap mengalami tekanan psikologis jangka panjang yang berujung pada 
melemahnya kepercayaan sosial. Fenomena ini tidak terbatas pada konteks Indonesia; di Inggris, 
kejahatan berkontribusi pada berkurangnya interaksi sosial dan mendorong segregasi 
permukiman berbasis tingkat keamanan dan kesejahteraan (Christmann & Rogerson, 2004), 
sedangkan di Brasil, maraknya kekerasan membatasi mobilitas masyarakat, meningkatkan 
ketergantungan pada keamanan privat, dan memperlebar kesenjangan sosial (Koeller et al., 2020). 
Oleh karena itu, pengendalian kejahatan menjadi prasyarat penting bagi stabilitas sosial sekaligus 
percepatan pembangunan ekonomi, yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah dan 
masyarakat secara berkelanjutan (Stiawan & Yusuf, 2025). 

 
2.4 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 

Upaya pengendalian kejahatan tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan sosial dan 
ekonomi yang berorientasi pada perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Ketidakstabilan 
ekonomi dan sosial kerap menjadi faktor pemicu munculnya tindakan kriminal, sehingga 
intervensi pemerintah melalui perluasan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, 
pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi strategi yang efektif 
dalam menekan angka kejahatan secara berkelanjutan (Hung, 2024). Akses pendidikan yang lebih 
luas meningkatkan kapasitas individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sementara 
program bantuan dan pemberdayaan ekonomi mampu mereduksi tekanan finansial yang 
mendorong perilaku menyimpang. Di sisi lain, penegakan hukum berfungsi sebagai respons 
setelah kejahatan terjadi dengan menitikberatkan pada proses penyelidikan hingga penghukuman, 
yang efektivitasnya semakin meningkat melalui pemanfaatan teknologi pengawasan di wilayah 
rawan kejahatan (Negara, 2024). Selain itu, pendekatan preventif diarahkan pada pencegahan 
sebelum tindak kriminal muncul, baik melalui langkah jangka pendek seperti penerangan 



 
Syahla’a & Nurhayati, (2026)               MSEJ, 7(1) 2026: 41-52 

46 

lingkungan, patroli, dan CCTV, maupun melalui strategi jangka panjang yang menekankan 
perbaikan kualitas pendidikan, ketahanan keluarga, dan partisipasi sosial masyarakat (Susilo, 
2023). 

 
3. Metode Penelitian  

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang 
mengombinasikan dimensi waktu dan wilayah. Data panel disusun dari runtun waktu tahun 2018–
2023 serta enam provinsi di Pulau Jawa sebagai unit penampang, sehingga menghasilkan total 36 
observasi. Seluruh data bersumber dari data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Tingkat kejahatan ditetapkan sebagai variabel terikat, sementara variabel bebas 
meliputi rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan 
PDRB per kapita pada enam provinsi di Pulau Jawa selama periode penelitian. Hubungan 
antarvariabel dianalisis melalui persamaan ekonometrika yang mengacu pada Gujarati dan Porter 
(2009): 

𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑅𝐿𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡 +  𝛽3𝐽𝑀𝐼𝑆𝐾𝐼𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡  
Keterangan: 
CRIME  = Jumlah tindak kejahatan (ribu kasus per tahun)  
RLS  = Rata-rata lama sekolah (tahun)  
TPT  = Tingkat pengangguran terbuka (% per tahun)  
JMISKIN = Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa per tahun)  
PDRB  = Produk domestik regional bruto per kapita (ribu rupiah per tahun)  
𝜀it  = error untuk unit cross section ke-i pada periode  ke-t 
𝛽0  = Konstanta 
𝛽1 ⋯ 𝛽4  = Koefisien regresi variabel independen 

Tahap estimasi model dalam regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan regresi 
data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect 
Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow untuk membandingkan CEM 
dan FEM, serta Uji Hausman untuk menentukan kesesuaian antara FEM dan REM. Setelah model 
terbaik terpilih, dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan uji t untuk mengevaluasi pengaruh 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F  untuk mengetahui 
pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, 
serta koefisien determinasi R2 untuk melihat seberapa besar variasi jumlah kejahatan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel independen dalam model. 

 
4. Hasil dan Pembahasan  

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS), Fixed 
Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) beserta hasil uji pemilihan model dapat 
dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel  

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C -58298,89 -254755,3 -103116,9 

RLS 7292,342 35330,22 12694,80 

TPT -2444,904 -2427,671 -3452,687 

JMISKIN 8,501242 -27,01321 10,60588 

PDRB 0,123644 0,423975 0,103332 

R2 0,579570 0,809804 0,438959 

Adjusted. R2 0,525321 0,743966 0,366567 

Statistik F 10,68349 12,30009 6,063619 
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Prob. Statistik F 0,000015 0,000000 0,001004 

Uji Pemilihan Model 
(1)  Chow 
      Cross- Section F(5,26) = 6,294634; Prob. F(5,26) = 0,0006 
(2) Hausman 
      Cross-Section random χ2 (4) = 25,390617; Prob. χ2 (4) = 0,0000    

       Sumber: Eviews, diolah kembali.  
 

4.1 Pemilihan Model Terbaik 
1. Uji Chow 

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik F 
adalah sebesar 0,0006, karena angka tersebut lebih kecil dari α = 0,01 sehingga H0 ditolak. Artinya, 
model yang terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM).  
2. Uji Hausman  

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

2 adalah sebesar 0,0000, karena angka tersebut lebih kecil dari α = 0,01 sehingga H0 ditolak. 
Artinya, model yang terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM).  

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model 
dengan estimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap FEM disajikan pada pada Tabel 3. 

Tabel 3. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑖𝑡=  −254755,3 +  35330,22 𝑅𝐿𝑆𝑖𝑡 − 2427,671 𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡 
                                                     (0,2267)                   (0,0288)** 

        − 27,01321 𝐽𝑀𝐼𝑆𝐾𝐼𝑁𝑖𝑡 + 0,423975 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡  
                     (0,0030)*                      (0,0311)**                  

 R2 = 0,579570; DW = 1,121526; F.stat = 10,68349; Prob. F = 0,000015 

Sumber: BPS, diolah.  
Keterangan:  
*     Signifikan pada α = 0,01 
**   Signifikan pada α = 0,05 
*** Signifikan pada α = 0,10 
Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.   

4.2 Uji Signifikansi Parsial (uji t) 
Hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari empat variabel yang dianalisis dalam 

model ekonometrik, tiga variabel terbukti berpengaruh terhadap tingkat tindak kejahatan. 
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah penduduk miskin (JMISKIN) menunjukkan 
hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pada kedua variabel tersebut 
cenderung diikuti oleh penurunan tindak kejahatan, sedangkan penurunannya justru berkorelasi 
dengan peningkatan kejahatan. Sebaliknya, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita 
berpengaruh positif, sehingga kenaikan PDRB per kapita sejalan dengan meningkatnya tindak 
kejahatan, sementara penurunan PDRB per kapita berkaitan dengan menurunnya kejahatan. 
Adapun rata-rata lama sekolah (RLS) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tindak 
kejahatan. 

 
4.3 Uji Kebaikan Model 

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0000 berada 
di bawah tingkat signifikansi 0,01, sehingga hipotesis nol tidak dapat dipertahankan. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk 
miskin, serta PDRB per kapita secara kolektif memiliki pengaruh terhadap tingkat kejahatan di 
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Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Selain itu, besaran koefisien determinasi (R²) yang 
mencapai 0,579570 menunjukkan bahwa sekitar 57,95% variasi tingkat kejahatan mampu 
diterangkan oleh keempat variabel tersebut, sementara sisanya sebesar 42,05% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar kerangka model penelitian. 

 
4.4 Nilai Konstanta 

Tabel 4. Efek dan Konstanta Wilayah 

No Kabupaten/Kota  Efek Wilayah      Konstanta 

1. DKI Jakarta     -187877,3      -442632,6 

2. Jawa Barat       78607,75      7606019,7 

3. Jawa Tengah       101743,9      -153011,4 

4. DI Yogyakarta      -70667,32    -325422,62 

5. Jawa Timur       115828,5       370583,8 

6. Banten      -37635,62    -292390, 92 

Sumber: Eviews, diolah kembali.  
Mengacu pada Tabel 4, Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki nilai konstanta paling tinggi, 

yaitu sebesar 7.606.019,7, yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel rata-rata lama sekolah, 
tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, serta PDRB per kapita cenderung 
berkorelasi dengan tingkat tindak kejahatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di 
Pulau Jawa. Posisi berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai konstanta terbesar 
kedua. Sebaliknya, nilai konstanta terendah ditemukan di Provinsi DKI Jakarta sebesar −442.632,6, 
yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tindak kejahatan di 
wilayah ini relatif paling rendah. Setelah DKI Jakarta, provinsi dengan konstanta rendah secara 
berurutan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Jawa Tengah. 

 
4.5 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindak kejahatan yang terjadi di pulau Jawa selama 
periode 2018-2023 dipengaruhi oleh variabel pengangguran terbuka (TPT), jumlah penduduk 
miskin (JMISKIN), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) dan jumlah penduduk miskin (JMISKIN) memiliki pengaruh negatif terhadap 
kejahatan. Di sisi lain, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita memiliki pengaruh yang 
positif terhadap kejahatan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di pulau Jawa.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa, rata-rata lama sekolah (RLS) tidak memiliki pengaruh 
terhadap tindak kejahatan di pulau Jawa. Peningkatan rata-rata lama sekolah tidak memberikan 
pengaruh terhadap variasi tingkat kejahatan di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan karena 
indikator rata-rata lama sekolah hanya menggambarkan kuantitas pendidikan tanpa 
memperhitungkan kualitas pembelajaran dan relevansi keterampilan terhadap dunia kerja, 
sehingga peningkatan lama sekolah tidak selalu berdampak langsung pada penurunan kriminalitas. 
Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan lama sekolah perlu diimbangi 
dengan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan 
ekonomi agar dapat menekan angka kriminalitas secara efektif (Ardefa et al., 2025). Sejalan 
dengan temuan tersebut, penelitian Rumaisha et al., (2025) menjelaskan bahwa, rata-rata lama 
sekolah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di Indonesia. Pendidikan 
formal belum cukup efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan karena perilaku kejahatan lebih 
banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti tekanan ekonomi, kondisi lingkungan 
sosial, peluang kerja yang terbatas, serta ketidakstabilan sosial yang dihadapi individu. Dengan 
kata lain, pendidikan yang hanya dilihat dari sisi kuantitas belum cukup untuk mengubah kondisi 
sosial-ekonomi yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, 



 
Syahla’a & Nurhayati, (2026)               MSEJ, 7(1) 2026: 41-52 

49 

diperlukan peningkatan pada kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta penciptaan 
peluang ekonomi agar pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka 
kejahatan. 

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap jumlah 
kejahatan di pulau Jawa. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka jumlah kejahatan 
akan cenderung menurun. Penurunan tingkat pengangguran akan menyebabkan peningkatan 
jumlah kejahatan, hal ini disebabkan oleh lulusan baru dari perguruan tinggi yang kesulitan 
mendapatkan pekerjaan mungkin lebih cenderung untuk berinovasi dalam bidang lain, dan lebih 
memilih bekerja di sektor informal atau mencari peluang usaha sendiri. Dengan latar belakang 
pendidikan yang cukup, mereka lebih cenderung untuk berpikir rasional dan menghindari perilaku 
yang melanggar hukum (Risma & Dariah, 2024). Namun ada faktor lain, dimana tingginya angka 
pengangguran dapat disebabkan oleh lulusan baru dari perguruan tinggi yang terlalu selektif 
dalam mencari pekerjaan, sehingga banyak lulusan yang enggan mengambil pekerjaan karena 
dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka (Young et al., 2025). 

Hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan juga menunjukkan pengaruh negatif 
terhadap tindak kejahatan di pulau Jawa. Kemiskinan tidak selalu berpengaruh signifikan karena 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk miskin sehingga tidak memiliki akses 
untuk melakukan tindak kejahatan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak individu miskin 
yang memilih untuk tidak melakukan tindak kejahatan karena beratnya pertimbangan akan risiko 
yang harus ditanggung. Mereka memahami bahwa tanpa akses terhadap bantuan hukum yang 
memadai, konsekuensi yang didapat jika terkena pidana jauh lebih merugikan bagi mereka 
dibandingkan bagi individu yang lebih kaya. Selain itu, keadaan pendapatan yang rendah 
membuat mereka lebih berhati-hati karena setiap tindakan kejahatan dapat mengancam 
kestabilan ekonomi, terutama ketika mereka tidak memiliki cadangan finansial untuk menghadapi 
proses hukum. Dalam situasi tersebut individu akan lebih berhati-hati karena kesalahan kecil 
sekalipun dapat berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, 
keterbatasan pendapatan, ketiadaan cadangan ekonomi, dan tingginya risiko sosial serta hukum 
yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat miskin menjadi faktor yang menjelaskan bahwa 
kemiskinan menunjukkan hubungan negatif terhadap tindak kejahatan (Jamaliah & Elyta, 2022).  

Sementara itu, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita ditemukan memiliki 
pengaruh positif terhadap kejahatan di pulau Jawa. Hal ini menjelaskan bahwa, meskipun 
pertumbuhan ekonomi dapat memberikan keuntungan dari sisi kesejahteraan masyarakat, 
peningkatan aktivitas ekonomi juga bisa membawa risiko meningkatnya tindak kejahatan. Artinya, 
dengan munculnya ketidaksetaraan dalam kesejahteraan kehidupan masyarakat dan distribusi 
yang tidak merata dapat memicu perasaan kurang puas sehingga mendorong peluang untuk 
terjadinya kejahatan (Nurhasta, 2024). 

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4, diketahui bahwa provinsi Jawa Barat memiliki 
nilai konstanta tertinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pengaruh variabel rata-rata lama 
sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin,dan PDRB per kapita  terhadap 
tingkat kejahatan di Jawa Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di 
pulau Jawa. Kondisi ini dapat dijelaskan karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah 
penduduk dan tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia. Kepadatan penduduk dan tingginya 
aktivitas ekonomi dapat memicu potensi tindak kejahatan akibat kesenjangan sosial dan tekanan 
ekonomi (Barwanto & Ramadhan, 2024). Setelah Jawa Barat, provinsi Jawa Timur memiliki nilai 
konstanta yang juga cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh padatnya kegiatan ekonomi dan 
industri di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi yang tidak 
diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan dapat mengalami peningkatan potensi kejahatan 
karena ketimpangan pendapatan dan kesempatan kerja (Natalya & Rachmawati, 2024).  

Provinsi Banten sebagai provinsi yang memiliki nilai konstanta terendah, menunjukkan 
tingkat kejahatan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. 
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Kondisi daerah dengan luas wilayah kecil dan tingkat kepadatan yang terkendali memiliki tingkat 
kejahatan yang lebih rendah. Selain itu, Banten memiliki kedekatan geografis dengan Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan sosial 
dan ekonomi masyarakat, sehingga mampu menekan potensi kejahatan (Handayani, 2015). 
Provinsi lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI 
Jakarta), dan Jawa Tengah juga memiliki nilai konstanta yang rendah, yang menandakan bahwa 
tingkat kejahatan di wilayah tersebut relatif lebih stabil dan terkendali. Faktor-faktor seperti 
kepadatan penduduk, struktur ekonomi, serta pemerataan sosial, dan kebijakan keamanan 
daerah berperan penting dalam terjadinya tindak kejahatan di pulau Jawa. 

 
5.Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan data panel yang menganalisis keterkaitan rata-rata lama sekolah, 
tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, serta PDRB per kapita terhadap tingkat 
kejahatan di Pulau Jawa selama periode 2018–2023, diperoleh bahwa fixed effect model (FEM) 
merupakan model estimasi yang paling sesuai. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa 
tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap 
kejahatan, sementara PDRB per kapita justru memberikan pengaruh positif, sedangkan rata-rata 
lama sekolah tidak terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut 
berkontribusi terhadap variasi tingkat kejahatan, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 
0,579570 yang mengindikasikan bahwa 57,95% perubahan tingkat kejahatan dapat dijelaskan 
oleh variabel dalam model, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Tidak 
signifikannya pengaruh rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa aspek kuantitas pendidikan 
belum tentu berdampak langsung pada penurunan kejahatan karena belum mencerminkan 
kualitas dan relevansi keterampilan yang dimiliki. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pendukung 
seperti penguatan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan hidup, serta pembinaan 
karakter berbasis komunitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel 
tambahan seperti inflasi, indeks pembangunan manusia, dan ketimpangan ekonomi, serta 
memperluas cakupan wilayah dan pendekatan analisis guna memperoleh hasil yang lebih 
komprehensif.  
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